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PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
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Mengingat

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN AJARAN 2026/2027

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (1)

Peraturan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, serta
untuk memberikan keseragaman prosedur dalam pelaksanaan
penerimaan murid baru pada satuan pendidikan jenjang
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang
objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa
diskriminasi, perlu disusun Keputusan Gubernur tentang
Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sckolah
Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun Ajaran 2026/2027;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor (7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6670);



Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistern Penerimaan Murid
Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 134);

6, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomaor 384);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Pengelolaan pada
Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar,
dan jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri E)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2
Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016
Tentang Pengelolaan dan FPenyelenggaraan Pendidikan
|Lembaran Dacrah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2018 Nomor 2 Seri Ej;

9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri Dy;

1. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 14 tabun 2026 tentang Petunjuk
Teknis mekanisme verifikasi dan validasi penetapan jumlah
murid per rombongan belajar dan jumlah rombongan
belajar pada satuan pendidikan dengan  kondisi
pengecualian;

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia

Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah nomor
0301/C/HK.04.01/2026 tentang tentang Sistem
Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;

MEMUTUSKAN:

Petunjuk Teknis Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru
Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Ajaran
2026/2027 sebapaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Gubernur ini.

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2026;




KETIGA ¢ Keputusan ini mulai berlaku scjak tanggal ditetapkan,

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan malka akan
diperbaiki sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 17 Mafet’ 2026

Tembusan disampaidoan Kepeda ¥k ;

L. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesin di Jabaria:

2, Ketug Dewan Perwakdlan Rakyat Daerah Provins Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang:

3 Eepale Balsi Penjaminan Mutu Pendidileon Provins Kepulsuan Batpha Belitung di Pangkalpinang.
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Keputusan Jubemuar Kepu Banghka Belining
Nomor : 106 3.50 /2 10/ Ohoner 202 ¢
Tentang Petunjuk Telnis Sisten Penermmann Murd
Bani Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas din
Sekolah Menengah Kejurvan Provinsi Kepulsuan
Bangha Belitung Tahun Ajaran 2026/ 537

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU [SPMB)
PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN AJARAN 2026-2027

BAE I
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sisiem Penerimaan Murid Baru (SPMB)} merupakan tashapan strategis dalam
penyelenggaraan pendidikan menengah yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak
setiap warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan vang bermutu,
berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan SPMB vang tertib dan terarah
menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan serta
peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Seiring dengan dinamika kebijakan pendidikan nasional, perkembangan
teknologl informasi, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang bersih
dan berintegritas, penyelenggaraan SPMB perlu dilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SFMB) yang diperkuat dengan
Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah nomor 0301/C/HK.04.01/2026 tentang tentang Sistem
Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 dan Keputusan Kepala BSKAP
Nemor 071/H/M /2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan
Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang
Pendidikan Menengah, menjadi dasar hukum penyelenggaraan SPME secara nasional
untuk Tahun Ajaran 2026/2027. Dalam regulasi baru tersebut, SPMB menegaskan
beberapa prinsip pokok penyelenggaraan, antara lain  kesetaraan peluang,
keterbukaan informasi, pemerataan akses pendidikan, dan akuntabilitas proscs
penerimaan, Kebijakan ini juga menetapkan empat jalur penerimaan murid, vaitu jalur
domisili (menggantikan sistern zonasi), prestasi, afirmasi (untuk kelompok kurang
mampu dan berkebutuhan khusus), dan mutasi atau pindahan vang disesuaikan
dengan kondisi peserta didik.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melalui Dinas Pendidikan,
memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan SPMB pada jenjang
Sekolah Menengah Atas (SMA] dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar berjalan
secara objektif, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan SPMB menghadapi berbagai tantangan, antara
lain perbedaan daya tampung satuan pendidikan, persebaran lulusan satuan
pendidikan asal, variasi kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta potensi terjadinya
kesalahan prosedur maupun konflik kepentingan. Selain itu, pemanfaatan sistem
berbasis teknologi informasi dalam proses pendaftaran dan seleksi memerlukan
pedoman teknis yang jelas agar dapat diimplementasikan secara seragam oleh seluruh
satuan pendidikan penyelenggara SPMB.

Oleh karena itu, diperlukan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru
{SPMB| Tahun Ajaran 2026/2027 pada SMA dan SMK di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung sebagal pedoman operasional bagi Dinas Pendidikan, Cabang Dinas
Pendidikan, dan satuan pendidikan. Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan
kepastian prosedur, keseragaman pelaksanaan, serta kejelasan  mekanisme
pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan daftar ulang, sehingga SPMB dapat
terlaksana secara tertib, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
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Dengan adanya Petunjuk Teknis ini, diharapkan penyelenggaraan SPMB Tgmun
Pelajaran 20262027 pada SMA dan SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dapat berjalan secara efeltif, efisien, berkeadilan, serta mendukung terwujudnya
layanan pendidikan menengah yang inklusif dan berkualitas.
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provins
Kepulauan Bangka Belitung:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Masional:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105},
sehagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66
Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemecrintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomeor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0762);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2000 tentang
Pendidikan Inklusi Bagi Murid yang Memiliki Kelainan dan Memililki Potens
Kecerdasan dan/atau Bakat Istimews:

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayan, Ristek, dan Teknologi nomor 16
tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 383);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republilk
Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nemor 677);
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan
Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48
Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Murid Penyandang Disabilitas
Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidilean
Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 612);

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nemor 3 Tahun 2025
Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 134);

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang
Tes Kemampuan Akademik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
384);

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nemor 26 Tahun 2025
tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang
Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 1079}

Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor
14 tabun 2026 tentang Petunjuk Teknis mekanisme verifikasi dan validasi
penetapan jumlah murid per rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar
pada satuan pendidikan dengan kondisi pengecualian:




15. Peraturan Dacrah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016
Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ([Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri E} sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomeor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2018 Nomor 2 Seri E};

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomer 2 Sen D);

17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 21 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Daerah Provingl Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provins: Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2024 Nomor 5 Seri A).

C. Tujuan
1. Tujuan dar pelaksanaan SPMB adalah:

a. Menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara untuk memperoleh
layanan pendidikan menengah vang adil, bermutu, merata dan
berkeadilan;

b. Mewujudkan pemeratsan akses dan kesempatan belajar bagi calon murid
melalui pengaturan jalur penerimaan yang objektif dan proporsional sesuai
karakteristik wilayah dan daya tampung satuan pendidikan:

€. Menyelenggarakan proses penerimaan murid baru yang transparan,
objektif, akuntabel, dan berkeadilan, serta bebas dari praktik diskriminasi,
intervensi, dan penyimpangan.

d. Mengoptimalkan penyaluran calon murid ke satuan pendidikan
berdasarkan daya tampung, domisili, prestasi, afirmasi, dan kondisi
tertentu lainnya sesuai ketentuan SPMB.

€. Mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan menengah, melalui
pengelolaan penerimaan murid baru yang tertib administrasi, berbasis data,
dan memanfaatkan teknolog informasi.

f. Memperkuat integritas penyelenggaraan layanan pendidikan, dengan
mencegah teradinya praktik gratifikasi, konflik kepentingan, dan
penyalahgunaan kewenangan dalam seluruh tahapan SPMB,

g. Mcnyed_iakan_ dasar yang akuntabel untuk pembinaan, pengawasan, dan
evaluasi, sehingga hasil pelaksanaan SPMB dapat dipertanggungjawabkan

. kepada masyarakat dan pemanghu kepentingan.
2. Tmua; di_t;rdlbiﬂimmya Petunjuk Teknis adalah:

a. enj l' pedoman operasional yang jelas dan sera bagi Di
Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas Pendidikan, dan satumﬁ;;nmﬁmﬂéﬂmﬁ
dan SII-_'IK dalam melaksanakan SPMB sesuai dengan ketentuan Peraturan
l2-.;!l:;':r:'nl-l."l:11 Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Sistem Penerimaan Murid

b.  Menjamin terselenggaranya proses penerimaan murid b jekti
transparan, akuntabel, dan heri?:aﬂilan. serta mma;:nf::r:g Dﬁf:st:l 1
pcmFs'aman akses pendidikan dan non-diskriminasi bagi seluruh Eﬂjﬂfl
murid.

¢.  Mengatur secara rinci mekanisme dan taha SPME, meliputi
perencanaan daya tampung, jal ur penerimaan, pﬂli;zmtan, p;ndafmf;?
seleksi, pengumuman, daftar ulang, hingga pelaporan hasil pelaksanaan \

d. Mendukung penguatan Sistem Pengendalian Intern {SFI) dalellrn
pelaksanaan SFMB guna meminimalkan risike penyvimpangan, kesalahan
E;ﬂﬁa;;an }j:unt']:k kepentingan, serta potensi praktik pgratifikasi dan

e.  Meningkatkan kualitas layanan publik di bidang pendidikan melalui
pemaniaatan sistem berbasis teknologi informasi vang efektil, efisien, dan

3 ﬁ!apq;i;p::;anggungiamhkan. g

: £11j asar pengawasan, evaluasi, dan ertanggungjawahba
pclqkaanuan SPMB oleh Pemerintah Provinsi h’.-:pu]augn E!arigﬁa %e“mn;
sehingga halml penerimaan  murid baru  dapat  diaudit dzm'
dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif,
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sistem Penerimaan Murid Baru vang selanjutnya dizingkat SPMB adalah
keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan
dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan  pendidikan  yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada
setiap jenjang dan jenis pendidikan,

Satuan Pendidikkan Negeri adalah satuan pendidikan vang diselenggarakan oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan
oleh masyarakat.

Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdid atas
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah saty
bentuk satuan pendidikan formal vang menyelenggarakan pendidikan umum
pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain
yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang dialoi sama atau setara
SMP.

Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disinglkat SMK adalah salah satu
bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan
pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain
yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar vang diakui sama atau setara
SMP,

Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Aplikasi Dapodik
adalah suatu aplikasi pendataan vang dikelola oleh Kementerian yang
digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan,
murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi
pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.

Aplikasi Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat Aplikasi SPMB
adalah suatu aplikasi penerimaan Murid baru vang dikelola oleh Dinas
Pendidikan yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data peserta
seleksi penerimaan Murid baru secara daring di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan peran
asuh sebagai orangiua terhadap anal.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik,
intelektual, mental dan/atau sensorlk dalam jangka walktu lama yang dalam
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan
untuk berpartisipasi secara penuh dan efeletif dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan erintah
pmdtc}ikan dasar dan pendidikan menengah vang merupakan IjnP;ITup uma.;.i
pemernintahan di bidang pendidikan.

Pusat D:ata. dan Teknologi Informasi, yang selanjutnya disebut Pusdatin adalah
unit l-:mj_a 'F:mmente:-lan yang mempunyal tugas melaksanakan pengelolaan data
dan statistik serta pengelolaan pendayagunaan teknologi informasi,

Elala.} Fen_;am_ma_n Mutu Pendidikan vang selanjutnya disingkat BPMP adalah
Balai lf'ﬁanjamman Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pi;fm:nntﬂh P‘r:wmm adalah Pr.rluerj.ntah Provinsi Kepulauan Bangka Belitun B
Eﬁﬁn;cndldlkan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauvan Bangka
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah adalah i icdi N5
Kepa Biiin Battiss ¥ Cabang Dinas Pendidikan Provinsi
Balai Teknologi Komunikasi Informasi Komunikasi Pendidilan adalah Balai
Teknologi Komunikasi Informasi Komunikasi Pendidikan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

Dinals Komunikasi dan Informasi adalah Dinas Komunikasi dan Informasi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Dinas [-l:'.epmdudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas
Dukecapil, adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Knlua:ga:
BIFI‘EﬂE‘-EEI‘I:E!. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Sosial adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi
Kepulauan Banglka Belitung.
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Murid adalah anggota masyvarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri
melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal SMa,
dan SME.

Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan
bagi calon Murid vang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru
yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan
bag calon Mund vang berasal dar keluarga ckonomi tidak mampu dan calon
murid penyandang disabilitas dalam domisili/wilayah.

Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan
bagt calon Murid vang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau
nonakademilk,

Jalur Reguler adalah jalur dalam penerimaan Murid baru khusus jenjang SMK
Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperantukkan
bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dan orang
tua/wali dan bagi anak guru/tenaga kependidikan yvang mendaftar di satuan
pendidikan tempat orang tua bertugas.

Tes Kompetensi Akadermuk adalah asesmen terstandar nasional untuk mengukur
capaian akademik dan kompetensi dasar siswa jenjang Sekolah Menengah
Peratama sedermgat diakhir jenjang studa



BABII
PENERIMAAN MURID BARU

Jalur Penerimaan Murid Baru

Penerimaan Murd baru untuk SMA dilaksanakan melalui jalur penerimaan
Murid baru vang meliputi Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur
Mutasi. Sedangkan Penerimaan Murid baru untuk SMK dilaksanakan melalui jalur

penerimaan murid baru yang meliputi Jalur Afirmasi, Jalur Reguler, dan Jalur
Mutasi.

Persyaratan Penerimaan Murid Baru
Calon Murd harus memenuhi persyvaratan penerimaan Murid baru berdasarkan
persyaratan umum dan persyaratan khusus yang sudah ditetapkan.
1. Persyaratan Umum
a. Persyvaratan umum pendaftaran SPMB SMA dan SMK sebagai berikout:
1) Calon Murid baru kelas 10 [sepuluh) SMA dan SME harus
memenuhi persyaratan:
aj) Berusia paling tinggi 21 [dua puluh sat) tahun pada tanggal 1
Juli tahun berjalan;
b]  Telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain
vang sederajat; dan
c] Tidak sedang bersekolah di SMA/SMK/MA /sederajat lainnya.
2 Calon Murid baru jenjang SMK dengan bidang keahlian, program
keahlian, atau konsentrasi keahlian tertentu, satuan pendidikan
penerima dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam
penerimaan Murid baru kelas 10 {sepuluh).
3}  Memilika kartu NISN;
4) Memiliki rapor semester 1, 2, 3, 4 dan 5 yang terdata pada
Dapodik/EMIS.
b. Persyaratan usia dibuktikan dengan :

1) Akta kelahiran; atau

2) Surat keterangan lahir vang dikeluarkan oleh pithak yang berwenang

dan dilegalisagi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain
yvang berwenang sesual dengan domisili calon Mund.
¢. Persyaratan bukb kelulusan pada satuan pendidikan sebelumnya harus
dibuktikan dengan

11 Ljazah; atau

2] Dokumen lain yvang menyatakan kelulusan.

d. Calon Murid baru Penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan
persyaratan;

1} Batas usia;

2) ljazah atau dokumen lain vang menyatakan kelulusan; dan

3) Memiliki IQ minimal 70 berdasarkan surat keteranpgan dan psilolog

vang memiliki izin praktek.
. Persvaratan Khusus
Selain memenuhi persyaratan umum scbagamana dimaksud diatas, calon
Murid harus memenuhi persyaratan khusus yang disesuaikan dengan kritena
setiap jalur SPME yang dipilih calon Murid, yaitu:
a, Jalur Domisili

1] Memiliki kartu keluarga yvang diterbitkan paling singkat 1 {satu) tahun
sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid baru.

2] Nama orang tua;/wali calon Murid yang tercantum pada kartu keluarga
harus sama dengen nama orang tua/wali yang tercantum pada
raporfijazah jernjang sebelummya, akta kelahiran, danfateu kartu
keluarga sebelumnya.

3} Dalam hal nama orang tua/wali calon Murid sebagaimana dimaksud
pada butir (b} terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat
digunakan jika orang tua/wali calon Murid meningpal dunia dan
bercerai. Orang tua/wali calon Murid vang meninggal dunia atau
bercerai dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai vang
diterbitkan oleh instansi berwenang.



4) Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid karena
keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan
domisili. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud meliputi bencana
alam dan/atan bencana sosial,

5] Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada butir (d)
diterbitkan oleh pihak ketua RT/kepala dusun dan dilegalisasi oleh
lurah /kepala desa sesuai dengan domisili calon Murid.

6] Burat keterangan domisili memuat keterangan mengenai calon Murid
telah berdomusili paling singkat 1 (satu) tahun scgjak diterbitkannya
surat keterangan domisili dan jenis bencana yang dialami,

7] Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu
kurang dari 1 (sam) tahun dan bukan karena perpindahan domisili,
kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur
Domisili.

8) Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan
domisih sebagaimana dimaksud pada butir (g} dapat berupa
penambahan angpota keluarga, selain calon Murid, pengurangan
anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah atau kartu
keluarga baru akibat hilang atau rusak.

9) Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sehagaimana
dimaksud pada butir (h} harus disertakan kartu keluarga yang lama
bagi kartu keluarga vang mengalami perubahan data atau rusak atau
surat keterangan kehilangan dar Kepolisian Negara Republik
Indonesia apabila kartu keluarga hilang.

10) Calon Murid baru yang berdomisili pada alamat kartu keluarga sclain
orangtua/wali bukan karena meninggal dunia atau bercerai, dapat
digunakan berdasarkan kartu keluarga terbaru yang diterbitkan paling
singkat 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran,

11} Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan
Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam
kartu keluarga calon Murid baru.

Jalur Afirmasi

1} Memilila kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga
ekonomi tidak mampu dan Pemerintah Pusat dan/atan Pemerintah
Daerah.

2) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi
tidak mampu sebagaimana dimaksud pada butir (a) berdasarkan data
terpadu Pemerintgh Pusat atau Pemerintah Daerah.

3) Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi
tidak mampu sebagaimana dimaksud pada butir (a) Hdak dapat berupa
kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau
surat keterangan tidak mampu.

4) Kartu peserta program keluarga harapan (PKH) yvang diterbitkan oleh
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang
sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial.

3) Kartu Program Indonesia Pintar (PIF) yvang diterbitkan oleh Kementerian
dan terdata dalam dapodile/emis.

6] Calon Murid baru yatim /piatu dan vatim piatu dibuktikan dengan surat
keterangan kematian orangtua yang diterbitkan instansi berwenang,

7) Calon Murid baru yatim/piatu dan yatim piatu yang menctap di panti
asuhan dapat mendaftar pada satuan Pendidikan terdekal dengan
melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM)
bermeterai dari pimpinan pengurus panti asuhan dan surat izin
pendirian Lembaga panti asuhan.

B) Calon Murid penyandang disabilitas memiliki kartu penyandang
cisabilitas yang dikeluarkan oleh instansi yang menvelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang sosial atau surat keterangan dari
psikolog, dokter atau dokter aspesialis.

Jalur Prestasi

1) Memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh instansi penyelenggara.

2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada butir (a) terdiri atas prestasi
akademik dan/atau prestasi nonakademils,

3) Memiliki rata-rata nilai rapor semester 1 s.d semester 5 minimal 85;



4) Memiliki sertifikat Tes Kemampuan Akademik (TKA) / surat keterangan
mengikuti TEA;

3] Prestasi akademik bidang sains, teknologl, riset dan inovasi (jika ada]
vang dibuktikan dengan melampirkan piagam juara dan surat
keputusan pemenang;

6) Prestasi nonakademik dapat berupa prestasi di bidang seni, budaya,
bahasa, olahraga, dan kepramukaan dengan melampirkan piagam juara
dan surat keputusan pemenang;

7] Prestasi nonakademik dapat berupa bukt kepengurusan sebagai ketua

dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah [0S13), Organisasi Siswa Intra

Madrasah (OSIM),

oTganisasi

kepanduan, pramuka,

OTganisast

keagamaan, dan bentuk organisasi intra lainnya yang resmi dibentuk
dan diakui oleh satuan pendidikan

8) Bukti atas prestasi akademik sebagaimana huruf e diatas dapat berupa;

a) Olimpiade Sains Nasional

Nasional (KSN);

[OSN) atau

b} Olimpiade Literasi Murid Nasional [OLSN);

¢} Climpiade Penelitian Murid Indonesia {OPSI);

d) Kompetisi Sains Madrasah (KSM);

e} Lomba Ki Hajar.

Eompetisi Sains

0) Bukti atas prestasi nonakademik sebagaimana huruf { diatas dapat

berupa:
a] Seni budaya;

Prestasi bidang seni seperti Festival dan Lomba Seni Murid Nasional

(FLS2N);
bl Olahraga;

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang
Keolahragaan, pasal 44 disebutkan bahwa Penyelenggaraan
Kejuaraan Olahraga meliputi;

(1) Kejuaraan olahraga tingkat

kabupaten fkota,

tingkat

provinsi, tingkat wilayah dan tingkat nasional

(2} Pekan olahraga kabupaten/kota, pekan olahrage wilayah dan
pekan olahraga nasional

(3] Pekan olahraga tingkat internasional

Lebih rinci sebagai berilout :

l{ej tingl-m Kabup

Py bl el =

(1)| Kejuaraan Olahraga [single
event) Remaja, Yunior dan
Senior
{2]| Kejuaraan Olahraga Pelajar Dispora/Disdik Organisasi Peranghkat
(Single Event/Multi Event) BAPOPSI Kab / Daerah Kab / Kota /
Kota [ Lembaga Lembaga Vertikal
Vertikal
{31| Kejuaraan Olahraga Dispora/Disdik/NP Lembaga Vertikal
Penyandang Disabilitas C/Soina
b} | Kejuaran Olahraga tingkat Provinsi, meliput :

(1}| Kejuaraan Olahraga (single Pengprov Cabang 1. Ketua KONI Provins:
w:rft] Remaja, Yunior dan Olahraga 2. Bukan Perguruan
Serior 3. Ketua Pengprov

Cabang Olahraga

(2)| Kejuaraan Olahraga Pelajar Dispora f Disdik/ Organisasi Perangkat

[Single Event/Multi Event) BAPOPSI Provinsi [/ Daerah Provinsi/
Lembaga Vertikal

(3}| Kejuaraan Clahraga Dispora/Disdik/ Lembaga Vertikal

Penyandang Disabilitas NPC/Soina




i}

Kejuaran Olahraga tingkat Nasional, meliputi :

{1]| Kejuaraan Olahraga [single Pengurus Pusat 1. Ketua KONI Pusat
event) Remaja, Yunior dan Cabang Olahraga 2. Bukan Perguruan
Senlor 3. Ketua Pengurus
Pusat Cabang
_Dlahraga
(2})| Kejuaraan Olahraga Pelajar | Kemenpora/ Kementerian /
[Single Event/Mult Event) Kemendikbud Lembaga Pemerintah
Ristek /Kementerian | Bukan Event Organizer
Lembaga lainnya
(3)] Kejuaraan Olahraga NPC /Soina
Penyandang Disabilitas
dj | Grala Murid Indonesia Tingkat Dinas Pendidilkan
Kabupaten /Kota, Provinsi dan Kab/Kota, Provinsi,
Nasional Kemdikbud Ristek
e] | Kejuaraan Olahraga Internasional Induk Olahraga
Dunia
fi | Pekan Olahraga Kabupaten/Kota : S—]
(1) Pekan Olahrapa KabKota KONI Kab,Kota
(Porkab/ Parkot)
{2)| Pekan Pelgjar Olahraga Diadik/Dispora
Daerah (POPDA Kab/Kota) Kab/kota
(3)| O28N Disdik Kab/Kota
{4]| Pekan Olahraga Pondok Kemenag Kab/Kota
Pesantrean Kab/Kota
{5]| Pekan Olahraga Penvandang NPC /Soina
gl | Pekan Olahraga Provinsi :
(1}| Pekan Clahraga Provinsi KONI Provinsi
(Porprov)
{2}| Pekan Pelajar Olahraga Disdile/ Dispora
Daerah (PFOFDA Provinsi) Provinsi
(3]| 028N Disdik Provinsi
(4} | Pekan Olahraga Pondok Kemenag Provinsi
Pesantrean Provinsi
(5)| Pekan Olahraga Penyandang | NPC,Soina
Disabilitas
h) | Pekan Olahraga Nasional :
(1} | Pekan Olahraga Nasional KONI Pusat
(PON)
(2} | Pekan Pelajar Olahraga Kemenpora
Nasional [POPNAS)
(31| 028N Kemendikbud Ristek
{4)| Pekan Olahraga Pondok Kemenag Pusat
Pesantrean Nasional
(51| PEPARNAS NPC
(6] | PEPAPERMNAS s | Kemenpora
(7| SOINA | SOINA

¢) Prestasi Bidang Keagamaan :
(1) Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)]

(2) Hahdz Qurian, dengan penyetaraan penghargaan prestasi

hafiz Qur'an sebagai berilout:
* Kemampuan  hafiz dengan

jumlah 16-30 Juz

diprioritaskan dapat diterima langsung;




10}
11

12)

13
14)

15)

* HKemampuan hafiz dengan jumlah 11-15 Juz setara
dengan prestasi juara 1 tingkat Internasional;

+ Kemampuan hafiz dengan jumlah 7-10 Jugz setara dengan
prestasi juara 1 tingkat nasional:

* Kemampuan hafiz dengan jumlah 4-6 Juz setara dengan
prestasi juara 1 tingkat provinsi;

*+ HKemampuan hafiz dengan jumlah 3 Juz setara dengan
prestasi juara | tingkat kabupaten /kota.

* Sertifikat/surat keterangan yang dikeluarkan olch LPTQ
(Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran)
Kabupaten /Kota/Provinsi, yang memuat nama calon
Murid, NISN calon Murid, alamat domisili calon Murid,
jumlah juz hapalan, dan tanggal pengujian.

* Khusus kemampuan hafiz tidak dibatasi dengan batas
wakiu penerbitan sertifileat /piagam,

i3] Bagi non Islam sesuai dengan bidang perlombaan kitab
Sucl agama masing-masing;
. Prestasi Agama Kristen : Menulis dan Menghafalkan
10 Hukum Taurat (10 Hukum Tuhan| berdasarkan
Kitab Keluaran Pasal 20:1- 17, menulis dan
Menghafalkan Doa Bapa Kami berdasarkan Matius
Pasal 6,
* Prestasi Agama Katolik : Bertutur kitah suci,
*  Prestasi Agama Hindu : Hafalan Sloka Bhagawad Gita
minimal 10 Sloka dan
» Prestasi Agama Buddha : Hafalan minimal 9 Parita
Suci,
. Sertifikat/Piagam Penghargaan  dikeluarkan oleh
Kementerian Agama, vang memuat nama calon
Murid, NISN ecalon Murid, alamat domisili calon
Murid, jumlah hapalan, dan tanggal pengujian,
d)  Prestasi bidang Kepramukaan :
{1} Pramuka Teladan (sertifikat dinilai setara dengan prestasi
Tingkat Nasional);
(2] Lomba Tingkat Kepramukaan Imendapat prestasi sesuai
dengan tingkatan);
(3} Pramuka Garuda (sertifikat dinilaj setara dengan prestasi
Tingkat Kabupaten/Kota),
€]  Prestasi bidang Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS),
Organisasi Siswa Intra Madrasah (USIM), organisasi
kepanduan, pramuka, organisasi keagamaan, dan bentul
organisasi intra lainnya dinilai setara dengan prestasi
kejuaraan [kompetisi perorangan tidak berjenjang.
Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam angka &) dan angka 9}
memiliki kriteria minimal pada tingkat kabupaten /kota;
Kompetisi yang dimaksud adalah kompetisi yang dilaksanakan
secara berjenjang dan/atau tidak berjenjang;
Bukti atas prestasi akademik  atau nonakademik diperoleh
dari kompetisi yang diselenggarakan oleh
8) Pemerintah Pusat:
b)  Pemerintah Daerah:
¢} Badan usaha milik negara (BUMN);
d] Badan usaha milik daerah (BUMD);
€]  Perguruan Tinggi; dan/atau
fy Lembaga lainnya,
Bukt atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan
paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB;
kti atas prestasi akademik dan non-akademik berlaku untuk
prestasi individu dan beregu /kelompok;
Bukti atas prestasi akademik atau nonakademilk berupa piagam/
sertifikat yang dilegalisir oleh lembaga penyelenggara disertai dengan
surat keputusan pemenang;




2) | Tingkat Nasional Juara |l 25 22
(Juara III 23 20

. - Juara | 21 18

3| mﬂeg&n&l ! Duaram 19 16
Juara [T 17 14

Juara | 13 12

4) Tingkat Provinsi Juara II 13 10
Juara IT1 11 8

: Juara | o 6

¥ m:tcn JKota jpuara i ; ;

Untuk sertifikat/piagam jenis kejuarsan yang sama dan dilaksanakan pada
tahun yang sama, maka sertifikat/piagam dinilai pada tingkatan vang paling
tinge.

Contoh:

Jika A memperoleh sertifikat/ piagam pada lomba renang gaya bebas 100 meter
pada tingkat kabupaten dan mendapatkan juga sertifikat/ piagam lomba renang
gaya bebas 100 meter tingkat provinsi dalam tahun yang sama dan jenis
kejuaraan yang sama, maka yang dinilai adalah sertifikat/piagam tingkat
provinsi.

Jika A memperoleh sertifikat/piagam pada lomba renang gaya bebas 100 meter
pada tingkat kabupaten dan lomba renang gava bebas 50 meter tingkat provinsi
dalam tahun yang sama dan jenis kejuaraan vang sama, maka kedua
sertifikat/ piagam tersebut dapat dinilai.

Point stasi bid ketua 18881
1 Ketua OSI1S atau OSIM 5
2 Ketua kepanduan, pramuka, organisasi 4
keagamaan atau intra lainnya

16. Lomba PBB, pawal, drumband, karnaval tidalk
termasuk di dalam kategori vang diperhitungkan.

d. Jalur Mutasi {Perpindahan Tugas Orang tua/Wali Murid)
Jalur Mutasi adalsh jalur dalam penerimasn Murid baru yang
diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena
perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru/tenaga
kependidikan yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua
bertugas, dengan persyaratan sebagai berikut:
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Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan:

a. Surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang
mempekerjakan paling lama 1 (satu] tahun sebelum tanggal
pendaftaran SPME; dan

b. Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon Murid
yvang diterbitkan oleh ketua RT atau kepala dusun serta dilegalisasi
oleh kepala desa,/Turah.

Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal

dari anak guru/tenaga kependidikan harms memiliki:

a. surat penugasan orang tua schagai guru/ tenaga kependidikan; dan

b. kartu keluarga.



BAE Il
PERENCANAAN PENERIMAAN MURID BARU

A.  Penetapan Wilayah Penerimaan Murid Baru

X

Penetapan wilayah SPMB dilakukan pada wilayah per kecamatan berdasarkan
prinsip mendekatkan domisili Murid ke sckolah dengan memperhatikan per
wilayah desa/kelurahan dan sebaran satuan pendidikan, serta kapasitas daya
tampung,

2.  Menggunakan rata-rata nilai raport (Nilai pengetahuan) semester | [Batu)
sampai dengan semester 5 (lima) pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan
Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, [PA, IPS,
Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Seni Budaya.
Untuk Murid lulusan MTs, Mata Pelajaran Pendidikan Agama adalah nilai rata-
rata gabungan dari Mapel Alguran dan Hadist, Akidah Akhlak, Figih, dan
Sejarah Kebudayaan Islam.

3. Penetapan wilayah penerimaan Murid baru ditetapkan berdasarkan usulan dari
Cabang Dinas Wilayah masing-masing sebagai berikut:

WILAYAH I KOTA PANGKALPINANG
KELURAHAN/DESA
MO SEKOLAH ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
60%, 25% 15%
Gedung 3 Tuatunu '
Madiiric) Batin Tikal Fndat
Kejaksaan Taman Bunga Ellliﬁpala
SMAN 1 Pangkalpinang |[Rawa Bangun Opas Indah
Bukit Merapin | Masjid Jamik
Kacang Pedang
Bukit Sari
Adr [tam Sinar Bulan Batu Intan g
Bacang Semabung Baru | Bukit Besar
SMAN 2 Pangkalpinang Eﬁzbung Pasir Puth Sriwijaya
Temberan Pasar Padi
Air Mawar
Asam Tua Tunu Indah P:::Imdang
{Irisan)
Air Ke .
Keramat Tr.:iuhpﬂlﬂ Kace (Irisan)
Gajah Mada Mangkol
n = (Irisan)
SMAN 3 Pangkalpinang Malisiteing I{a_-n: Timur
{Irisan)
Pintu Air
Parit Lalang
Masjid Jamik
Bintang il
Selindung Baru | Lontong Pancur | Ampui
: Gabek | Pasir Garam Eejosari
SMAN 4 Fangkalpinang | Gabek I Selindung Lama | Ketapang
Air Salemba Jerambah
Gantung |
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WILAYAH 1 KABUPATEN BANGKA TENGAH

KELURAHAN/DESA '
NO SEKOLAH ZONA 1 LZONA 2 ' ZONA 3
(B0%) (25%) {15%)
Koba Miburnig Kulur Ilir
 Arung Dalam | Terentang Kulur
_Berok Guntung Belimbing
1 | SMAN 1 KOBA Padang Mulva Kurau Barat |
Simpang
Perlang Kurau
Penyak
. s Tanjung .
Air Mesu Timuar Cuning Sinar Bulan
: . Baskara
Air Mesu Kayu Besi Bakti
2 SMAN 1 Batu Belubang Bukit Kijang
PANGKALANBARU Benteng
Jeruk - _ =
Hebintik i
Dul > |
Padang Baru
Bukit Kijang Eelilik Bakti
| Cambai Eehat&n g Kurau
3 | SMAN 1 NAMANG Cambai Selatan | Celuak Kurau Barat
Jelutung ,
Namang
Sunglap
Tanah Merah Z
Sungai Selan | Melabun Romadhon |
4 | SMAN 1 SUNGAISELAN 15l
s | Tanjung
Sarang Mandi | Kerantai Beruas
Keretak Kerakas Malik Baru
 Lampur Kemingking Romadhon
5 | SMAN 2 SUNGAISELAN | >'mpang Katis
Munggu
- Katis
Puput
Keretak Atas = ]
. | Teru Air Jangkang | Air Medang |
6 |SMAN1 LEms m e Pelempang
asir Garam g Katis
SIMPANGKATIS Pedidang
Mangkol
Batu Beriga _Trubus Kulur llir
7 | SMAN 1 LUBUK BESAR | Lubuk Simpang | Perlang Kulur
 Lubuk Lingkuk Belimbing
Lubuk Pabrik Batu Beriga
Tanjung
_End.ang Baru Batu Belubang Chiniitie
Air Ttam Dul | Tanah Merah
SMAN Olah Raga £
B Sampur Bukit Besar
Muhammad Noer Kebintik
Temberan
Sinar Bulan i
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WILAYAH II KABUPATEN BANGEKA

KELURAHAN /DESA
NO SEKOLAH ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
B0% 254 15% i
Parit Padang Sungailiat Kenanga
i 1 Sungailiat Bukit Bgtung Srimenanti Rebo
Surva Timur Karva Makmur | Jelitik
Lubulk Kelik
Pemali Karya Makmur | Penvamun
2 | EMAN 1 Pemali Air Duren Sempan Kimak
Air Bum
Kuto Paniji i M Gunung
ji unung Muda | wliiian
] s ; Romodon
Bukit Ketok Riding B
3 | SMAN 1 Belinyu & Paniang | ingah
Belinyu Mantung Bintet
Air Asam Lumut
Air Jukung
Berbura Mapur Banyu Asin
. - Pugul Fiding Panjang | Deniang
4 | SMAN 1 Riau Silip Riau Pangkal Niur Cit
Sl Gunung
P Lumut Muda
Batu Rusa Jurung Merawang
5 | SMAN 1 Mera . Pulr .Pm].rer . Pagarawan Kimak
Riding Panjang | Jada Bahrin Kenanga
Dwi Makmur Balun Ijuk
Puding Besar | Nibung Zed
6 | SMAN 1 Puding Besar |od Boipen
Kayu Besi
: oo Buyan
7 | SMAN 2 Puding Besar | Semg Kota Waringn Kelumbi
Tanah Bawah Mibung Labu
Cengkon
Al E]; B Kace Mendo
Petali R Labuh Air
8 | SMAN 1 Mendo Barat diasy Ence Fimur Pandan
Kemuja Paya Benua Rukam
Petaling Banjar | Zed Air Buluh
Air Duren
Labuh Ai ;
Kota Kapur i Air Buluh
9 | SMAN 2 Mendo Barat : Dusun Air
Penagan Tanjung Pura Medang Desa
Romadon
Rukam
Bakam Bukit Layang Banyu Asin
Dalil Ha.ra.ssenﬂn;___ Pangkal Niur
Tiang Tara m;; [Desa
10 | SMAN 1 Bakam Neknarng
Mabat
Mangka _
Kapuk ;
15




Sinar Jaya : ;
Jehikatie Kudai Selatan Cat
% Matras Sungailiat Deniang
A e L e Kudai Sri Menanti Air Ruai
Sinar Baru Penyamun mur
WILAYAH 11l KABUPATEN BANGKA SELATAN
KELURAHAN /DESA
NO SEKOLAH ZONA 1 ZONA 2 Z0ONA 3
60%% 25% 15%
Toboali Rindile Bukit Terap
Teladan (Irisan) | Kaposang Tiram
Tanjung
1 [ SMAN 1 Toboali Ketapang Kepoh Tukak
{[risan]
| Gadung (Irisan) Pasir Putih
Sadai
Tanjung
2 | SMAN 2 Toboali Loy =
Teladan {Irisan] [Inmg
Toboali {Insan)
Jeriji Serdang g;:mg
3 | SMAN 3 Toboali Bikang Tepus [EE:::';I'"
Pergam
(Irisan)
, Simpang Rimba | Jelutung 2 Sebagin =
SMAN 1S i -
4 Rimba e | Bangka Kota Permis
Crudang Rajik
Panca Tunggal | Fajar Indah gumberzr e
3 | SMAN 1 Pulau Besar Batu : Sidoharjo
Betumpang Sulkujaya (Irisan) i
Nadung Malik S S
& |SMAN 1 Payung I[Enm]'
Sengir Irat ﬂf_';;;lﬁ?s
Pangkalbuluh Paku
Bedengung
Airgegas Pergam (Irisan) fﬂ:‘:jﬁm
\ Air Bara
e | g 3 Al Nangka Ranggas (Irisan) (Irisan)
 Delas Nyeclanding
Bencah (Irisan)
8 | SMAN 1 Kep. Pongok Pongel Celagen
: Tanjun
o | SMAN 11 Pongpic Tanjung Labu Sanpl g Kumbung
Penutuk




WILAYAH IV KABUPATEN BANGKA BARAT

' | KELURAHAN/DES
NO SEKOLAH ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
60% 25% 15%
Belo Laut Air Putih Kundi
Air Belo | Air Limau Mayang
| Sungai Baru | Bulkit Terak
1 | SMAN 1 Muntok S ey sl |
Tanjung = Rambat
Keranggan =T
Menjelang =]
Pelangas Ibul Mayang =
Pangek Simpang Tiga Terentag
SMAN 1 Simpang ; (risan)
2 | % Peradong Air Nyatoh Hambat A
ik Bimpang Gong | Kundi ST
Berang _ Bukit Terak '
Air Menduyung _ o
_Jebus Limbung Tugang =
Mislak Rulkam Air Nvatoh
Sungai Buluh | Rangei
3 | SMAN 1 Jebus Tumbak Petar | Air Kuang =
Pebuar 3
| Ketap -
Kampung Baru m—
Telak Air Gantang Balat |
Kapit Semulut Teluk Limau |
4 | SMAN 1 Parittign | Sekar Biry  Cupat Sinar Malik |
Puput . Air Knang |
Kelabat - |
Kelapa Pangkal Beras Terentang
Maras Senang | Kayu Arang Sawit Suban
Tebing Kacung Simpangyul
Sinar Sari Eapuk
Mancung Banyuasin
5 IShL‘l.N 1 Relapa Beruas | Pt ]
Dendang
| Air Bulin
| Tuik
Pusuk ; ;
Sangkn Sinar Surya | Tanjung Niur |
 Tempilang Penivampak Simpang Yul |
5 | SMAN 1 Tempilang Air Lintang Buyan Kelumbi | Dusun Su:w_ga.i_i
Dua
| Benteng Kota 1
WILAYAH V KABUPATEN BELITUNG
KELURAHAN /DESA |
NG SEKOLAH ZONAL1 | ZDNA2 ZONA 3
B 25% 15%
Tanjungpendam Lalan Terong :
) Parit Air Merbau Petaling
1 gﬂm;m Damai Lcsung_ Batang | Pulau Gersik
Air Saga Batu Itam Selat Nasik
Air Pelempang | Air Ketekok Suak Gual
Java
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Kota

Paal Satu
Perawas Juru Sebrang Badau
Dukong Sungai Samak | Kacang Butor
9 SMA Negeri 2 Aik Rayalk Pangkal Lalang | Air Batu
Tanjungpandan Buding
Buluh Tumbang | Air Merbau Tbul
Ceru r.'ﬂk Lesung Batang | Pegantungan
Hﬁuﬁﬁﬂung Mentigi Kembiri
Padang Kandis | Gunung Riting | Bantan
4 | SMA Negeri | Pulau Selin Tanjung Rusa Pulau
Membalong Sumedang
Lassar Simpang Rusa
Perpat
Selumar Air Seruk Tanjung
Binga
i Sijuk Keciput Terong
4 SMA Hegen 1 EI_]T.].I{ Ptltpﬂlt Putih
Sungai Padang
Tanjung T‘ingg;
WILAYAH V EABUPATEN BELITUNG TIMURE
KELURAHAN /DESA
N SEROLAH ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3
B0% 25% 15%
Simpang Pesak | Tanjung Nyurok
Kelumpang
Fblt L SUORAnE PG Dukong Balok Lilangan
Tanjung Batu Jangkang
[tam
Dendang
Mentawak Air Batu Buding
Senyubuk
2 | SMAN 1 Kelapa Kampit %mh&hmm
ayang
Buding
| Cendil
Mekar Jaya Padang Eelula
Kurnia Jaya Buku Limau
3 | SMAN 1 Manggar Lalang Bentaian
Jaya
Lalang Jaya
Baru
Lenggang Limbongan Lilangan
Gﬂnm“ﬁE Renggiang Simpang Tige
4 | SMAN | Gantung Selinsing Jangkar Asam
Batu Penyu Aik Madu
Lintang
Mengkubeng Mempaya Aik Kelik
5 | SMAN 1 Damar o ——

Burong Mandi

18




B. Penentuan Persentase Daya Tampung Jalur Fenerimaan Murid Baru
- Dalam penentuan daya tampung setiap jalur, Dinas Pendidikan membuat
proyeksi kapasitas daya tampung pada setiap kelas 10 (sepuluh) dengan ketentuan
1 berikut :

Thﬁg;rjweksi jumlah calon Murid kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan
menghitung jumlah lulusan SMP/ sederajat; ¥

2. Jumlah SMP/sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1) dihitung
berdasarkan data pada Dapodik dan Education Management Information Sys!a'ml
(EMIS) pada kementerian yang meny:lmggara.?:an urusan pemerintahan di
bidang agama melalui koordinasi dengan Pusdatin: .

3. Penghitungan daya tampung kelas 10 {sepuluh) pada sekolah Negeri untuk
SPMB dilakukan dengan -

d. menghitung jumlah ruang kelas 10 (sepuluh) berdasarkan Dapodik; dan

b.  mengalikan jumlah ruang kelas sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dengan jumlah maksimal Murid per rombongan belajar sesuai standar
pengelolaan yaitu 36 (tiga puluh enam) Murid.

4. Kondisi daya tampung sekolah diperoleh dengan hasil penghitungan daya
tampung dikurangi hasil penghitungan jumlah anak usia sekolah dan/atau
lulusan tingkat satuan pendidikan;

3. Dalam hal daya tampung sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi
tidak mencukupi, Pemerintah Provinsi wajib memperhatilean ketersediaan daya
tampung pada Sckolah Swasta dan madrasah pada setiap kabupaten /kota: dan

6. Penyusunan kondisi daya tampung pada SMA dan SMK, Pemerintah provinsi
dapat berkoordinasi dengan Pemerintah kabupaten/kota yvang berada dalam
wilayah provinsi yang sama untuk memperoleh data jumlah potensi halusan
kelas 9 SMP/ sederajat.

7.  Penetapan daya tampung dan wilayah domisili ditetapkan melalui Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi,

8.  Satuan pendidikan yang berada di wilayah dengan sebaran satuan pendidikan
yang terbatas (baik negeri maupun swasta) yang mengakibatkan jarak tempuh
murid ke satuan pendidikan lain relatif jauh dan sulit diakses, dapat
menetapkan jumlah murid per Rombel melehihi ketentuan kondisi normal.

9. Pemerintah Provinsi memastikan seluruh  peserta  didik  di wilayah
administratifiya masuk dalam penetapan  wilayah  Domisili  dengan
menggunakan metode atau basis pendekatan wilayah administrasi.

10. Penetapan jalur penerimaan Murid baru schagai berikut :
d2. SPMB SMA

1} Jalur Domisili
Jalur Domisili diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di
dalam wilayah penerimasn murid baru berdasarkan penetapan
wilayah domisili dan rata-rata nilai rapor dengan kuota sehesar 35%;
(tiga puluh lima persen) dari kuata daya tampung satuan pendidikan,
Kuota 35% berasal dari -
al  Calen murid baru yang berdomisili pada radius maksimal 200
meter dari batas terluar sekolah {tanpa memperhitungkan nila
rapor|;
b) Calon murid bary yang berdomisili pada zona yang ditetapkan
sekolah.
2)  Jalur Afirmasi
Jalar Afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid yvang berasal dari
keluarga ekonomi tidak mampu dan calon Murid penyandang
disabilitas, dengan kuota sebesar 30% memperhatikan prioritas jarak
tempat tinggal terdekat calon Murid dengan Satuan Pendidikan dan
usia.
3}  Jalur Prestasi
Jalur Prestasi diperuntulkkan bagi calon murid bary vang memiliki
prestasi dengan kuota sebesar 30% dari daya tampung, terdiri atas:
al 60 % prestasi akademik (dalam domisili sebesar 60% dan lnar
domisili sebesar 40%): dan
b} 40 % prestasi nonakademik (dalam domisili sebesar 60% dan
luar domisili sebesar 40%),
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4)  Jalur Mutasi (Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali)

Jalur Mutasi diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah
domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi
anak guru/tenaga kependidikan yang mendaftar di satuan
Pendidikan SMA tempat orang tua bertugas dengan kuota sebesar
5%. Pemeringkatan berdasarkan jarak domisili dan usia yang lebih
tua.

b. SPMBE EMK

1) Jalur Reguler

Jalur Reguler dengan kuota sebesar 80% dari daya tampung dengan

memperhatikan rata—rata nilai rapor, prestasi akademik dan non

akademik, hasil tes bakat minat sesuai bidang keahlian, Dari kuota
sebesar 80% terdiri atas :

a) Kuota maksimal 10% [scpuluh persen) untuk calon Murid baru
yang berdomisili terdekat dengan sekolah

b} Kuota makasimal 7% (tujuh persen) unmk calon Murid baru
yang berasal dari luar wilayah dalam provinsi.

¢)  Kuota maksimal 3% (tiga persen) untuk calen Murid baru yang
berasal dari luar provinsi.

d) Kuota sebesar 80% [enam puluh persen) untuk calon Murid
baru yang berasal dalam wilayah kabupaten/kota,

e} Untuk huruf b, ¢, dan d di atas dapat dikecualikan untuk SMK
yang hanya ada satu-satunya memiliki kompetensi keahlian di
wilayah Pulau Bangka atau Pulau Belitung dengan kuota
maksimal sebesar 30% untuk calon Murid baru dari luar
wilayah dalam provinsi dan luar provinsi.

2}  Jalur Afirmasi

Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari

keluarga ekonomi tidak mampu dan calon Murid penyandang

disabilitas, dengan rincian dengan kuota sebesar 15% dengan
memperhatikan prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon Murid
dengan Satuan Pendidikan dan usia.

3)  Jalur Mutasi (Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali)

Jalur Mutasi diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah

domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak

guru ftenaga kependidikan yang mendaftar di satuan Pendidikan

SMK tempat orang tua bertugas dengan kuota sebesar 5%.

Pemeringkatan berdasarkan jarak domisili dan usia vang lebih tua.

Pembentukan Panitia Penerimaan Murid Baru

2.
g,

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah membentuk panitia SPMBE tingkat

wilayah cabang;

Kepala sekolah membentuk panitia SPMB tingkat sekolah.

Keanggotaan panitia SPMB tingkat sckolah terdiri dari pendidik dan/atau

tenaga kependidikan,

Penetapan pembentukan panitia SPMB sebagaimana dimaksud pada angka 1

dan angka 3 dilakukan paling lambat 2 (bulan) bulan sebelum pengumuman

pendaftaran SPMB,

Ruang lingkup tugas panitia tingkat Cabang Dinas Pendidikan Wilayah:

a) Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru
pada satuan pendidikan ditingkat wilayah;

b) Menyusun dan mengusulkan pembagian Domisili dan irisan serta jumlah
Murid baru yang akan diterima;

¢l Membentuk Tim Verifikasi dengan melibatkan sekolah dan unsur terkait
serta melakukan verifikasi berkas pada masa pra SPFMB;

d)  Melakukan sosialisasi SPME di tingkat wilayah;

€]  Memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat:

fi  Menerima pendaftaran untuk jalur mutasi {perpindahan tugas orang tua;

g  Mengesahkan calon Murid yang diterima pada satuan pendidikan.

h] Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Murid
Baru di tingkat wilayah:

i) Melakukan pemantauan penyelenggarssn Penerimaan Murid Baru di
tingkat Wilayah:




] Menjamin terselenggaranya proses SPMB di tingkat wilayah; :

.E] M:Iiipuﬂta.n kegiatan SPMB di wilayahnya kepada Kepala Dinas
Pendidikan Provinsi; _ g

Eu lin tugas panitia tingkat satuan pendidikan: _ )

a) mﬁenéﬁiﬂ:ﬂ%ﬁn P&a:m tampung di satuan pendidikan masing-masing
berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinst Kepulauan
Bangka Belitung;

b) Melakukan sosialisasi dan menyusun POS SPMB;

e} Melakukan verifikasi dan validasi;

d) Mengumumkan daftar nominasi;

e} Menyampaikan hasil penetapan ke cabang dinas: . :

fl  Mengumumbkan calon Murid yang telah disahkan oleh kepala cabdin setiap
jalur melalui laman sekolah, papan pengumuman sekolah:

Bl  Melaksanakan pendaftaran ulang bag calon Murid vang dinyatakan
diterima sesuai jalur;

hj  Menenima dan memeriksa kelengkapan dokumen pendaftaran ulang bagi
calon Murid vang diterima; dan

i}  Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Murid Baru kepada Kepala
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.

Sosialisasi Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru

2.

Sosialisasi SPMB dilakukan Panitia SPMB Dinas Pendidikan, Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah dan satuan pendidikan,

Dinas Pendidikan paling sedilit melakukan sosialisasi kepada:

Satuan pendidikan, termasuk operator satuan pendidikan;

Musyawarah Kerja Kepala Sekalah (MKKS);

Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MEPS);

Dewan Pendidikan:

Satuan pendidikan SMP dan MTS:

Orang tua/wali calon Murid baru:

-  Lembaga lain terkait.

atuan pendidikan paling sedilit melakukan sosialisasi kepada:

Calon Murid baru; dan

Orang tua/wali Calon Murid bary,

Sosialisasi SPMB yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Cabang Dinas

Pendidikan Wilayah dan Satuan Pendidikan paling zedikit meliputi:

a.  Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025
tentang Sistem Penerimaan Murid Baru
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b. Pedoman Pelaksanaan SPMB:

¢.  Penetapan wilayah Domisili:

d. Penetapan daya tampung;

e.  Petunjuk teknis SPMB di daerah;
f.  Aplikasi SPMB online/daring; dan

g- Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh orang tua;/wali Murid dan
Panitia SPMB.

Sosialisasi aplikasi SPMB online /daring sebagaimana dimaksud pada angka 4

huruf f termasuk simulasi pendaftaran SPMB online/daring.

Sosialisasi SPMB dapat dilakukan melajui:

Pertemuan komite satuan pendidikan:

Forum MKKS/MKPS:

Forum organisasi pendidikan:

Penvampaian surat;

Media sosial milik Pemerintah Daerah;

Media sosial milik satuan pendidilkan;

Papan pengumuman di satuan pendidikean;

Media massa setempat;

Kanal informasi lain yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat:

dan/atau

Pertemuan secara daring.
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BAB IV
PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

Pra Penernimaan Murnd Baru

Pra pendaftaran merupakan kegiatan yang dilakukan calon Murid
SMP/MTs/sederajat scbelum masa pendaftaran. Pada kegiatan pra pendaftaran
Murid melakukan registrasi [membuat akun), selanjutnya melakukan verifikasi data,
mengisi nilai raport, melakukan upload berkas dilaman
https:/ /spmb.babelprov.go.id.

Untuk terselenggaranya SPMB secara daring, Dinas Pendidikan Provinsi
berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian
Pendidikan Dasar dan Menengah untuk meminta akses dan memanfaatkan data
Murid kelas IX SMP/MTs/sederajat untuk dijadikan database {pangkalan data) di
sistem Informasi Teknologi (IT) aplikasi SPMB. Selanjutnya melakukan koordinasi
dengan Dinas Pendidikan Kabupaten,Kota dan satuan pendidikan vang tujuannya
untuk memerintahkan Murid kelas IX melakukan registrasi, verifikasi data serta
melakukan upload berkas pada sistem Informasi Teknologi (IT) aplikasi SPME.

Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Murid Baru

1. Pengumuman pendaftaran merupakan informasi kepada masyarakat vang
memuat waktu pra pendaftaran, pendaftaran dan persyaratan, pelaksanaan
seleksi, penetapan hasil seleksi serta daftar ulang

2.  Pengumuman pendaftaran dapat dipercleh melalui;

- Laman Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- Situs web resmi SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027 Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dengan alamat:
https:/ /spmb. babelprov.go.id

. Media lainnya.

3. Untuk kelancaran penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2026/ 2027 di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, diatur dengan jadwal SPMB SMA dan SMK secara
terpisah namun pada rentang waktu yang sama yaitu dari bulan Mei hingpa
bulan Juli, dengan rincian tahapan SPME sebagai berilaut:

a, Pra pendaftaran;
b. Pengumuman
¢. Pendaftaran;
d. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran:
e¢. Pengumuman hasil SPMB:
A Daftar Ulang.
Rincian Tahapan-tahapan tersebut dijabarkan sebagai beérikut;
Tabel 1. Jadwal SPMBE Sekolah Menengah Atas (SMA)
NO URAIAN KEGIATAN TEMPAT WAKTU
| PRA SPMB
A, | Pengumuman Laman media | April - Mei 2026
dan Sosialisasi :
B Pra Pendaftaran https: / /spmb_babelprov.go.id | April - Mei 2026
Melakukan  registrasi
(membuat akun|,
veriikasi dan  input
data, upload berkas,
mendownload dan
upload surat
pernyatanan
TAHAP |
C. | Pendaftaran : Pendaftaran secara Daring 8 - 11 Juni 2026
oleh pendaftar |
Jalur Afirmasi https:/ /spmb.babelprov.go.id | {Senin, Selasa, |
=l




Jalur Prestasi Rabu, Kamis,)
Upload Berkas
D. |+ Venfikasi data dan Satuan Pendidikan 8 - 12 Juni 2026 |
berkas Calon murid (Senin, Selasa,
bBaru yang Rﬂhl'l, H..E.III.IIE.
sudah di-ingput Jumat,)
- Pengolahan nilai

E. | Penctapan hasil seleksi | Satuan Pendidilcan 13 Jum 2026
calon Murid Baru (Sabtua)
melalin  SK  Kepala

b= Satuan Pendidikan
F. | Pengesahan oleh Cabdin 15 Juni 2026
(Senin)

G. | Pengumuman : Laman SPMB Satuan 17 Juni 2026
+ Jalur afirmasi Pendidikan fp;pan [Rabu)

. prestasi pengumuman Satan
oy Pendidikan yang dituju

H. | Daftar ulang jalur Satuan Pendidikan 17, 18, 19 Juni
Afirmasi, dan jalur 2026
Prestasi [Rabu, Kamis,

Jumat}
NO KETRATAN TEMPAT WAKTU
TAHAP 2

A. | Pendafltaran jalur Pendaftaran secara Daring 19, dan 22, 23,24
Domisili dan Mutasi aleh pendaftar Juni 2026
Upload Berkas https./ /spmb.babelprov,go.id | [Jumat, Senin,

Selasa, Rabu)

B. | Venfikasi data Calon Satuan Pendidilan 19 dan 22,

Peserta Murid Baru 23,2425
Juni 2026
(Jumat, Senin,
Selasa, Rabu,
Kamis)

C. | Penetapan hasil seleksi | Satuan Pendidikan 26 Juni 2026
calon [Jumat)
Murid Baru Melalui SK
Kepala Satuan Pendidikan|

D. | Pengesahan Calon Murid | Cabdin 29 Juni 2026
Baru {Senin)
oleh Cabdin _

E. | Pengumuman jalur Laman SPMB Satuan 30 Juni 2026
Domisili dan Mutasi Pendidikan /papan (Seclasa)

pengumuman Satuan
Pendidikan yang dituju
F. | Daftar Ulang jalur Satuan Pendidikan 1s8.d4 Juli 2026 |
Domisili dan Mutasi (Rabu, Kamis,
Jumat, sabtu)
G, | Tahun Ajaran Baru Satuan Pendidikan 13 Juli 2026
(Senin)

H. | Masa Pengenalan Batuan Pendidikan 13-17 Juli 2026 |
Lingkungan Sekolah {Senin, Selasa,
(MPLS) ' Rabu, Kamis,

| Jumat)
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Tabel 2. Jadwal SPMB Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

NO | URAIAN KEGIATAN TEMPAT WAKTU
PRA SFMB
A. Pengumuman dan Laman media April = Mei 2026
Sosialisasi
B Pra Pendaftaran https:/ /spmb.babelprov.go.id | April- Mei 2026
Melakukan registrasi
[membuat akun),
verifikasi dan input
data, upload berkas,
mendownload dan
upload surat pernyvataan
TAHAP1
A% Pendaftaran : Pendaftaran secara Daring 8 - 11 Juni 2026
Jalur Afirmasi aleh pendaftar (Senin, Selasa,
Upload Berkas hitps: / /spmb. babelprov.go.id | Rabu, Kamis)
D, Verifikasi data dan Satuan Pendidikan 8- 12 Juni 2026
berkas Calon Murid {Senin, Selasa,
Baru yang sudah di- Rabu, Kamis,
iyl Jumat,}
Pengolahan nilai
E. Penetapan hasil seleksi Satuan Pendidikan 13 Juni 2026
calon Murid Baru [Sabtu)
F. Pengesahan oleh Cabdin | Cabdin 15 Jum 2026
(Senin)
& 3 Pengumuman : Laman SPME Satuan 17 Juni 2026
Jalur afirmasi Pendidikan /papan {Rabu)
pengumuman Satuan
Pendidikan yang dituju
H. Daftar ulang jalur Satuan Pendidikan 17, 18, 19 Juni
Afirmasi 2026
(Rabu, Kamis,
Jumat]
TAHAP 2
= Pendaftaran jalur Pendaftaran secara Daring | 19, dan 22,
Reguler dan Mutasi oleh pendaftar 23,24
A, » Upload Berkas https:/ /spmb.babelprov.go | Juni 2026
Ad {Jumat, Senin,
Selasa, Rabu]
B. | Verifikasi data Calon Satuan Pendidikan 19 dan 22,
Murid Baru yang sudah 23,2425
di-inpuit Jur 2026
{(Jumat, Senin,
Stlasa, Rabu,
Kamis)
C. | Penetapan hasil Satuan Pendidilkan 26 Juni 2026
seleksi calon Murid Baru [Jumat)
D. | Pengesahan Cabdin 29 Juni 2026
Calon Murid Baru oleh (Senin)
Cahdin
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Pengumuman jalur Laman SPMB Satuan 30 Juni 2026
Reguler dan Mutasi Pendidikan/ papan |Selasa)
pEngUMUMAnNn Satuan
Pendidikan vang dituju
Pendaftaran Ulang jalur Satuan Pendidikan 1 5.d 4 Juli 2026

Reguler dan Mutasi (Rabu, Kamis,
Jumat, sabtu)
Tahun Ajaran Baru Satuan Pendidikan 13 J}:li 2026
(Senin)
Masa Pengenalan Satuan Pendidikan | 13- 1.? Juli 2026
Lingkungan Sekolah | (Senin, Selasa,
(MPLS) Eabu, Kamis,
{ Jumat}
Pendaftaran Penerimaan Murid Baru
1. Calon  Murid baru mendaftar melalui laman SPMB

1.

https:/ /spmb babelprov.go.id jika tidak memilki smartphone atau jaringan
internet, maka pendaftar dapat dibantu satuan pendidikan asal atau satuan
pendidikan tujuan.

Pendaftaran SPMB dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan
sesuai dengan persyaratan pada tahap pra pendaftaran di laman
https: / /spmb.babelprov. go.id

Pemerintah Daerah dan/atau satuan pendidikan menyediakan layanan
pendampingan bagi calon Murid baru yang tidak mampu mengakses
pendaftaran SPMB secara daring. Layanan ini dapat disediakan pada
linglkungan satuan pendidikan atau Dinas Pendidikan. Pemerintah Daerah
dan/atau satuan pendidikan menyediakan layanan pendampingan melalui
pembentukan poske SPMB. Layanan pendampingan dimaksud dapat berupa:
a.  Akses laman SPMB;

b. Pembuatan akun akses laman SPMB: dan

¢.  Unggah dokumen persyaratan pendaftaran SPME.

'I::lil:i.nas Pendidikan membuat posko informasi pendaftaran SPMB di tingkat
aerah.

Satuan pendidikan membuat posko informasi pendaftaran SFMB di tinglat
satuan pendidikan.

Seleksi Penerimaan Murid Baru

Panitia SPMB yang dibentuk pada setiap satuan didikan melakuk i

berdasarkan dokumen persyaratan: o s s

d.  Dunggah dalam aplikasi SPMB online; atau

b. Diserahkan kepada panitia SPMB satuan pendidikan,

Panitia SPMB melakukan verifikasi dan validasi terhadap:

a. Keabsahan Kartu Keluargs;

b, Dokumen keikutsertaan Murid dalam program penanganan keluarga tidak
AP

C.  Surat pernyataan dari orang tua/wali Murid yang menyatakan bersedia
diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bulkt keikutsertaan
dalam program penanganan keluarga tidak mampu;

d.  Keterangan domisili dari peserta yang mengalami keadaan tertentu yaity
gencuna alam atau bencana sosial:

. urat penugasan orang tua/wali dari instansi/lemba
sl s ey / / ga/ perusahaan yang

f.  Rapor dan surat keterangan peringkat rapor; atau

B Sertifikat/piagam, Surat Keputusan Pemenang, Surat Keputusan sebagai
Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Organisasi Siswa Intra
Madrasah (OSIM), organisasi kepanduan, pramuka, organisasi
keagamaan, dan bentuk organisasi intra lainnya yang resmi dibentuk dan
diakui oleh satuan pendidikan, Pramuka Garuds untuk prestasi akademik
atau nonakademilk;
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h. Surat pemyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dari kepala panti
asuhan dan Surat pendirian panti asuhan,
i Surat keterangan kematian orangtua bagi anak yatim/piatu, dan vatim
piatu yvang dikeluarkan dari instansi berwenang,;
¥ Surat keterangan dari psikolog atau dokter/delkter spesialis bagi
penyandang disabilitas.
k. Serifikat Tes Kemampuan Akademik (TKA) atau Surat keterangan
mengikuti TKA
3. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakulkan
dalam bentulk pemeriksaan dokumen maupun lapangan vang disesuaikan
dengan kebutuhan.
4. Dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen secbagaimana
dimaksud pada angka 2, Panitia SPMB dapat melibatkan dinas/lembaga teknis
terkait.

Dokumen vang diverifikasi

NO JALUR DOKUMEN YANG FERLU INSTANSI TEREAIT
DIVERIFIKASI
1. [Domisilif .  Kartu Keluarga Dinas Dukcapil
Reguler Lurah /Kepala Desa
gul b. Surat Keterangan o ;
Domisili
2, |Afirmasi a. Bukti keikutsertaan - Dinas Sosial (DTES)

Murid dalam program | . Kementerian (KIF)
PeNAanganin keluarga | . Kementerian yang

tidak mampu menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang
pembangunan manusia dan
kebudayaan [Data
Pensasaran Percepatan
Penghapusan Kemiskinan

b. Surat Keterangan Ekstremn /DP3KE)
Keématian Crangtua

c. Surat pernyataan Desa/Kelurahan
tanggungawab mutlak
[SPTJM) dan Izin
pendirian panti '
i Panti Asuhan

d. Surat keterangan
dolcter / dolter
spesialis/ psikolog
atau kartu
Penvandang - Peikolog Profesional
Disahilitas - Dokter atau Doldter

Spesialis
3. |Perpindahan |a. Surat penugasan - Dinas yang membidangi
Tugas Orang orang tua / wali / ketenagakerjaan
Tua/Wali guru ftenaga - Badan yang

kependidikan calon menyeclenggarakan urusan
Murid dari instansi / pemerintahan di bidang
Lembaga / manajemen kepegawaian
perusahaan yang negara
mempekerjakan - Instansi  asal tempat

orang tua/wali bekerja

- Satuan Pendidikan tempat
guru /tenaga kependidikan
bertugas

b. Surat keterangan Retua RT atau Kepala Dusun
pindah domisili orang
tua,/wali dan calon
Murid




Prestasi

Sertifikat /piagam Lembaga yang mengeluarkan
prestasi akademik sertifikat

dan fatau non-akademik

Surat Keputusan Lembaga yang mengeluarkan
penetapan pemensang scrtifikat

Surat Keputusan Kepala | Satuan Pendidilean
Satuan Pendidikan
tentang Pengurus OSIS

Surat Keterangan Juara | Satuan Pendidikan
Kelas dar Kepala Satuan
Pendidikan

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana
dimaksud pada angka 2, terdapat dugaan pemalsuan dokumen, pelaku dikenai
sanksi berupa pembatalan pendafiaran serta sanksi lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat Murid yang masih belum mendapatkan satuan pendidikan,
Pemerintah Daerah melakukan penvaluran langsung Murid kepada satuan
pendidikan yang masih memiliki dava tampung dalam wilayah Domisili yang
sama atau wilayah Domisili yang terdekat jika sekolah pada wilayah Domisili
yang sama tidak terdapat dayva tampung Murid dapat memilih satuan
pendidilkan swasta vang diminati,

Ketentuan selelesi SPMB pada SMA sebagai berikut:

a.  Jalur Domisili

L]
2

3]

4

3

Seleksi jalur Domisili untuk calon Murid baru SMA dilakukan
berdasarkan wilayvah Domisili;

Wilayvah domisili ditetapkan berdasarkan zona yang terdiri dari zona
1 kuota 60%, zona 2 kuota 25% dan zona 3 kuota 15%.

Calon murid baru pada zona 1 dengan radius maksimal 200 meter
dari batas terluar sekolah diterima tanpa memperhitungkan nilai
rApor.

Calon murid baru yang diterima ditentukan dengan perangkingan
rata-rata nilai rapor semester 1-5 pada mata pelajaran, Pendidikan
Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia,
Matematika, [PA, IPS, Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani Olahraga
dan Kesehatan, Seni Budays. Untuk Murid lulusan MTs, Mata
Pelajaran Pendidikan Agama adalah nilai rata-rata gabungan dar
Mapel Alquran dan Hadist, Akidah Akhlak, Figih, dan Sejarah
Kebudayaan Islam;

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili
melampaui jumlah kuota yang ditetapkan aleh Pemerintah Daerah,
penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan urutan prioritas:

a) Kemampuan akademik;

b) Jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidilan: dan

c] Usia.

b, Jalur Afirmasi

1) SBeleksi jalur afirmasi untuk calon Murid baru SMA
memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam
wilayah Domisili yang ditetapkan;

2] Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi
melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah, penentuan penerimaan Mund dilakukan dengan urutan

prioritas;

a| jarak tempat tinggal terdekat calon Murid dengan Satuan
Pendidikan; dan

bl usia.

2. Jalur Prestas:

1) Seleksi jalur Prestasi untuk calon murid baru dilakukan
berdasarkan nilai dan pembobotan prestasi;
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J) Rata-rata nilai rapor semester 1-5 minimal 80 pada mata
pelajaran, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan
Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa
Inggris, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Seni
Budaya. Untuk Murid lulusan MTs, mata pelajaran Pendidikan
Agama adalah nilai rata-rata gabungan dar Mapel Alquran dan
Hadist, Akidah Akhlak, Figih, dan Sejarah Kebudayaan Islam;

3) Pembobotan nilai piagam/sertifikat;

4] Rata-rata nilai rapot semester 1 sd semester 5 sebesar 60% dan
rata-rata nilai Tes kemampuan Akademik (TKA) sebesar 40%:

3] Pembobotan nilai ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (DSIS],
Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), organisasi kepanduan,
pramuka (pimpinan pratama putra/putri], organisasi
keagamaan, dan bentuk organisasi intra lainnya vang resmi
dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan

6] Dalam hal calon Murid vang mendaftar melalui Jalur Prestasi
pada SMA melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh
Pemernntah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan
dengan urutan prioritas:

a) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan: dan
b}  usia.

d. Jalur Mutasi

1]

2l

Seleksi jalur mutasi untuk calon Mund baru SMA memproritaskan
Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah Domisili vang
ditetapkan;

Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur mutasi
melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah,
penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan urutan prioritas:

d) jarak tempat tinggal terdekat calon Murid dengan Satuan

Pendidikan; dan
b) usia.

e.  Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Prestasi, sisa kuota dapat dialokasikan
untuk menambah kuota Jalur Domisili.

f.  Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Afirmasi, sisa kuota dapat dialokasikan
untuk menambah kuota Jalur Domisihi,

g  Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutas: SMA, dapat dialokasiltan untuk
menambah kuota Jalur Domisili.

8. Ketentuan selcksi SPMB pada SMEK sebagai berilout:
a. Jalur Reguler

1)

<)

Seleksi jalur Reguler untuk calon Murid baru SMK dilakukan

berdasarkan wilayah dengan mempertimbangkan:

8) Nilai rata-rata Rapor (Nilai Pengetashuan) mata pelajaran
Matematika, IPA, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia semester 1
sampai dengan semester 5

b) Hasil tes potensi akademik;

€} Hasil tes keschatan dan keterangan tidak buta warna yang
disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi keahlian di satuan
pendidilkan;

d}  Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik; dan/atay

e) Hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang
dipilih dengan menggunakan kriteria yvang ditetapkan satuan
pendidikan, dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi,

Nilai rata-rata Rapor sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan cara

pembobotan sebagai berikut :

a) SMK bidang keahlian Teknologi Kontruksi dan Properti, Teknologi
Manufaktur dan Rekayasa, Energi dan Pertambangan, Teknologi
Informasi dan Komunikasi, Kemaritiman, Seni dan Industr
Kreatif
sker Nilai rata-rata Rapor dengan pembobotan untuk 4 (empat)
mata pelajaran sebagai berikut;
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10.

d.

e,

a.
b.

(1] Matematika bobot - &
(2] IPA bobot : 3
(3] Bahasa Inggris bobot - 2
(4] Bahasa Indonesia bobot @ 1

b} SMK bidang keahlian Agribisnis dan Agriteknologi, Kesehatan
dan Pekerjaan Sosial
Skor Nilai rata-rata Rapor dengan pembobotan untuk 4 (empat)
mata pelajaran sebagai berikut :

(1) IPA bobot @ 4
(2) Matematika bobot 1 3
(3] Bahasa Inggris bobot : 2

(4] Bahasa [ndoncsia bobot ; 1

¢) SMK bidang keahlian Bisnis dan Manajemen
Skor Nilai rata-rata Rapor dengan pembobotan untuk 4 (empat)
mata pelajaran sebagai berikut :

(1] Matematika bobot @ 4
(2] Bahasa Inggris bobat : 3
(3] Bahasa Indonesia bobot ; 2
(4] IPA bobet : 1

d} SMK bidang keahlian Pariwisata
Skor Nilai rata-rata Rapor dengan pembobotan untuk 4 (empat)
mata pelajaran sebagai berilout :

{1] Bahasa Inggris bobat @ 4
(2] Bahasa Indonesia bobot : 3
(3] Matematika bobot : 2
[4) IPA bobot : 1

3)  Nilai akhir adalah hasil perhitungan dari bobot nilai rata-rata Rapor,
nilai TPA, Keschatan, Tes Bakat Minat/Wawancara serta Prestasi
Akademik dan Non Akademik, sistem perhitungan nilai akhir
ditentukan dalam Prosedur Operasional Standar SPMB satuan
pendidikan.

Jalur Afirmasi

1) Seleksi jalur afirmasi untuk calon Mund baru SMK memprioritaskan
jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah Domisili vang
ditetaplan;

2] Dalam hal calon Murid vang mendaftar melalui Jalur Afirmasi
melampaui jumlah kuota vang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah,
penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan urutan prioritas:

a) jarak tempat tinggal terdekat calon Murid dengan Satuan
Pendidikan; dan
b} usia.

Jalur Mutasi

1] Seleksi jalur mutasi untuk calon Murid baru SMK memprioritaskan
Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah Domisili yang
ditetaplkan;

2] Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur mutasi

melampaui jumlah kuota yvang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah,

penentuan penerimaan Murid dilakukan dengan urutan prioritas:

a) jarak tempat tinggal terdekat calon Murid dengan Saruan
Pendidikan; dan

b) usia.

Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Afirmasi SMEK, sisa kuota dapat
dialokasikan untuk menambah kuota Jalur Reguler,

Dalam hal terdapat sisa kuota Jalur Mutasi SMK, dapat dialokasikan untuk
menambah kuota Jalur Regualer.

Peserta vang telah melakukan pendafiaran selalu mengecek atau memantau
kondisi pendaftaran melalui laman: https:/ /spmb.babelprov.go.id.
Pengumuman hasil seleksi SMA, dan SMEK meliputi:

Calon Murid yang dinvatakan lolos seleksi; dan

Calon Murnd vang tidak lolos selelksi.
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X2
13,

E. Pen
h

Calon Murid yvang lolos merupakan calon Murid yang memenuhi persyaratan dan

masuk dalam kuola daya tampung satuan pendidikan.

Calonn Murid vang tidak Iolos terdiri dari:

d. Calon Murnd yang tidak memenuhi persyaratan; dan fatau

b. Calon Murid vang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota
daya tampung satuan pendidikan.

Calon Murd yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya

tampung satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 12 humuf b
merupakan calon Murid cadangan.

gumuman Penetapan Mund Baru

Penetapan hasil seleksi SPMB dilaksanakan secara mandiri melalui rapat dewan
guru yvang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan, divmumkan kepada
masyarakat vang dikoordinasikan oleh Cabang Dinas Pendidikan;

Calon Murid baru yang diterima, ditetapkan melalui keputusan kepala satuan
pendidikan dan diketahui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah;

Penetapan hasil seleksi Murid yang diterima, diberitahukan melalui
pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang
bersanglkutan;

Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara
terbuka melalui laman SPMB sekolah dan papan pengumuman pada satuan
pendidikan yang memuat tentang: nomor pendaftaran, nama Murnd vang
diterima, asal satuan pendidikan, dan peringkat hasil seleksi pada satuan
pendidikan.

F. Daftar Ulang

1.
2.

Daftar ulang dilakukan oleh calon Murid bara yang telah diterima di satuan

pendidikan.

Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai Murd pada

satuan pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang

dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Sekolah menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yvang diterima sesuai

dengan jadwal yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis,

Apabila calon Murid baru yang sudah dinyatakan diterima tetapi tidak

melakukan pendaftaran ulang sesuai jadwal yang sudah ditetapkan maka

dianggap mengundurkan diri.

Dalam hal terdapat calon Murid yang dinyatakan telah diterima, namun tidak

melakukan daftar ulang/mengundurkan diri sehingga berdampak pada

timbulnya kuota daya tampung, maka daya tampung diisi oleh calon Murid

cadangan yang belum mendapat satuan pendidikan denpan memprioritaskan

ranking di bawah batas kuota yang ditetapkan.

Satuan pendidikan dilarang menerima calon Murid vang:

a. Tidak diumumkan oleh satuan pendidikan sebagai Murid vang lolos
seleksi;

b. Bukan merupakan Murid cadangan sebagai pengganti calon Murid vang
tidak melakukan daftar ulang/ mengundurkan diri; dan

c. Tidak melalukan daftar ulang,

G. Pembiayaan

1.

Dalam penyelenggaraan SPMB, calon Murid yang mendaftar pada satuan
pendidikan SMA dan SMK vang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung tidak dipungut biaya pendaftaran.

Pembiayaan penyelenggaraan SPMB pada tingkat provinsi dan cabang dinas
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pembiayaan penyelenggaraan SPME pada satuan pendidikan dibebankan pada
anggaran satuan pendidikan.

H. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)

1.

Kegiatan MPLS pada SMA/SMK dilaksanakan maksimal 3 {tiga] hari setelah
masuk awal Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tahun ajaran pada minggu
pertama; :

Pengenalan lingkungan sekolah bertujuan untuk:
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Me ali potensi diri Murid baru;

Me;ﬂtuphlurid baru beradaptasi denpan Iinglm.ng:_m sekolah dan

sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan

saransa prasarana satuan pendidikan; _ .

e Menumﬁfinhlmn motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai Murid
baru; : :

d. Mengembangkan interaksi positif antar Murid dan warga seleolah lainnya;
dan

e. Menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap
saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan,
kedisplinan, hidup bersih dan sehat untuk mevujudkan Murid yang
memmiliki nilal integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.

Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab penuh atas perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi dalam pengenalan lingkungan sekolah:

Pengenalan lingkungan sekolah wajib berisi kegiatan yang bermanfaat, bersifat

edukatif, kreatif, dan menyenangkan;

Materi wajib dan pilihan pada kegiatan MPLS disesuaikan dengan tujuan dan

mengacu pada peraturan perundan g-undangan yang mengatur kegiatan

pengenalan lingkungan sekolah:

Pengenalan lingkungan sekolah dilakulkan dengan memperhatikan hal sebagai

berikut:

8. Perencanaan dan penyelengparaan kegiatan hanya menjadi hak guru;

b. Dilarang melibatkan Murid senior (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai
penyelenggara;

¢, Dilaksanakan pada lingkungan sekolah kecuali satuan pendidikan tidak

memilild fasilitas yang memadai;

Dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya;

Wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif;

Dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya;

Wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari sekolah:

Dilarang memberikan tugas kepada Murid baru berupa kegiatan maupun

penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran

o

Fmeo

MPLS dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi

kegiatan pengenalan lingkungan sekolah:

Kegiatan pengenalan sekolah dapat dibantu oleh Murid apabila terdapat

keterbatasan jumlah guru dan/atau untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan

pengenalan lingkungan sekolah dengan syarat sebagai berilkut:

a. Mund merupakan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (CE15)
danfatau Majelis Perwakilan Kelas (MPK} dengan jumlah paling banyalk 2
(dua) orang per rombongan belajar / kelas; dan

b.  Murid tidak memiliki kecenderungan sifat-sifat buruk dan/ atau riwayat
sebagai pelaku tindak kekerasan,

Penerimaan Murid Pindahan

1

Penerimaan Murid pindahan merupakan penerimaan Murid yang berasal dari

Satuan Pendidikan lain, termasuk Murid WHrga negara asing, vang dilakukan di

luar proses penerimaan Murid baru.

Murid pindahan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) merupakan Murid vang

pindah selain pada semester genap kelas 12 (dua belas) pada SMA/SME.

Murid pindahan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dapat berasal dari jalur

Pendidikan Formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, atay

Satuan Pendidikan di negara lain,

Murid pindahan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) yang sebelumnya

merupakan Murid pada Satuan Pendidikan Yang mengpunakan:

a.  Sistem pendidikan nasional dapat diterima pada tingkatan kelas untuk
melanjutkan pendidikan sebelumnya; dan

b.  Sistem pendidikan luar negeri dapat diterima pada tingkatan kelas yang
ditentukan oleh Satuan Pendidikan tujuan.

Perpindahan Murid antar-Satuan Pendidikan dalam 1 (satu] daerah

kabupaten fkota, antarkabupaten /kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau

antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Satuan Pendidikan

asal dan kepala Satuan Pendidikan vang dituju.

£}




Murid sctara SMA, atau SMK dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal

kelas 10 {sepuluh) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Menyerahkan fotokopi ijazah yang membuktikan bahwaMurnd yang
bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya:

b. Menyerahkan fotokopi rapor yvang membuktikan bahwa Murid yang
bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan di kelas 10 (sepulahj;

c.  Menyerahkan surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal; dan

d. Lulus tes kelayakan dan penempatan vang disclenggarakan Satuan
Pendidikan yang bersangkutan.

Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMA atau SME

tidak pada awal kelas 10 [sepuluh] dengan memenuhi ketentuan sebagai

berikut:

g Memilild jjazah kesetaraan program Paket B; dan

b. Lulus tes kelayvakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau
SME vang bersangkutan.

Dalam hal terdapat perpindahan Murid, Satuan Pendidikan yang bersanghutan

wajib memperbaharui data pada Aplikasi Dapodik dan melakukan

pemutakhiran data paling lambat 14 {empat belas] hari kerja setelah Murid

pindahan diterima di Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Penerimaan Murid pindahan dilaksanakan jika daya tampung pada Satuan

Pendidikan yang dituju masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan

peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan serta mendapat
rekomendasi dari Dinas Pendidikan,

2




BAB YV
PENGENDALIAN, FENGADUAN, DAN
PASCA FPELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

Pengendalian

¥

Dalam melaksanakan pengendalian, Dhinas Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas
Pendidikan Wilavah, melakukan koordinasi, pemantanan, dan evaluasi
pelaksanaan SPMB pada Satuan Pendidikan.

Masing-masing pihak pelaksana pengendalian melakukan tindak lanjut dan hasil
pemantauan dan pengawasan yang dilakukan.

Dalam upaya pengendalian mternal, kepala satuan pendidikan menginstrusikan
seluruh warga sekolah mengisi format pakta integritas,

Pengaduan

1.

z

Dinas membentuk tim penanganan pengaduan SPMB, dengan melibatkan
pemangku kepentingan pendidikan;

Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat layanan pengaduan yang
berada di Satuan Pendidikan, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, dan
Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulanan Bangka Belitung;

Satuan Pendidikan wajib membentuk tim pengaduan yang memahami petunjuk
teknis SPMB, alur mekanisme pengaduan serta dapat menanggulangi dan
menyelesaikan pengaduan dari masvarakat di tingkat satuan pendidikan;
Masyarakat berhak melakukan pengaduan penyelenggaraan Penerimaan Murid
Baru pada satuan pendidikan, dengan ketentuan sebagai berilout:

a. Laporan Pengaduan dapat berupa administrasi atau teknis penyelenggaraan
SPMB, Pengaduan administrasi terkait dengan dolumen persyaratan
pendaftaran SPMB, Pengaduan teknis penyelenggaraan SPMB terkait dengan
gistem [T meliputi proses input dan upload data;

b. Pelapor adalah orang tua calon Mund yang memiliki identitas jelas dengan
melampirkan Kartu Tanda Penduduk ataun surat keterangan panitia SPMB
dari satuan pendidikan atau cabang dinas;

c. Laporan harus objektil, transparan, dan akuntabel dituliskan pada format
yang disediakan, disertai bukti fisik kejadian pelanggaran;

d. Pelaporan pengaduan dilakukan satu pintu mengikuti alur mekanisme
pengaduan SPFMB;

e. Pelaporan/pengaduan disampaikan kepada tim pengawasan dan pengaduan
SPMB secara bertahap dengan alur mekanisme mulai dari tingkat satuan
pendidikan, cabang dinas pendidikan di wilayah dan Dinas Pendidikan
Provinsl Kepulauan Banpghka Belitung: dan

f. Saksi dan pelapor dilindung oleh Undang-Undang,
Pelanggaran pelaksanaan SPMB dapat melibatkan calon Murid, orang tua calon
Murid, panitia SPMB atau masyarakat lainnyva. Apabila Murid memberikan data
palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan
pendidikan, meskipun yang bersanghkutan diterima dalam proses seleksi. Sanksi
diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan bersama dengan
komite sekolah dan Cabang Dinas di wilayvah masing-masing. Apabhila
pelanggaran dilakukan oleh panitia SPMB akan diberikan sanksi sesua dengan
ketentuan peraturan perundangan vang berlaku;

Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam

penvelenggaraan SPMB, langsung ke panitia penvelenggara SPMB sesuai

permasalahan;

Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim

penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan

dizselesaikan sebagaimana mestinya;

Penyelenggara SPME tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Cabang

Dinas Pendidikan Wilayah, sesuai dengan kewenangan masing-masing,

menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam bentuk klarifikasi, verifikasi,

atau investigasi apabila;

g. Pengaduan disertal dengan identitas pengadu yang jelas; dan

b. Pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

Satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan SPMEB dan mutasi Murid

entar satuan pendidikan setiap tahun ajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai



10.

dengan kewenangannya;

Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara
berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

Integrasi Data Hasil SPMB pada Dapodik

1.

Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangan melalukan integrasi data hasil
SPMB vang mencakup:
a. Identitas Murid;
b. Identitas sckolah asal; dan
¢. Identitas sckolah tujuan/yang menerima, ke dalam sisterm Dapodik
menggunakan mekanisme unggah data pada laman
https:/ fpelayanan. data kemdikbud go.id.
Sekolah melakukan pemutakhiran (update] data Murid di Dapodik secara
berkesinambungan.
Sekolah berperan aktif menyampaikan kepada Murid agar segera
menginformasikan kepada operator sekolah jika terjadi perubahan data diri
Mund yvang bersanghutan.

Pelaporan Pelaksanaan SPMB

L

Sekolah melaporkan pelaksanaan SPFMB kepada Pemerintah Provinsi melalu
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah secara berjenjang, selanjutnya Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah menyampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.
Laporan pelaksanaan SPMB oleh sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah
sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat informasi tentang:
Jumlah daya tampung vang tersedia dan diumumbkan;
Jadwal pelaksanaan;
Jumlah pendaftar pada setiap jalur;
Jumlah Murid yang diterima pada setiap jalur;
Jumlah Murid yang tidak diterima pada setiap jalar;
Solusi terhadap Murid yang tidak diterima;
Aduan pelaksanaan SPMB vang disampaikan ke sekolah;
Kendala dan penanganan pelaksanaan SPMB; dan
i. Pemutakhiran data Murid.
Setelah data laporan lengkap dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, Kepala
Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan SPMB
kepada Kementerian melalui BEFMP/BPMP setempat paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah pelaksanaan SPMB.
Laporan pelaksanaan SPMB oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling sedikit memuat informasi tentang:
penetapan Domisili;
jumlah daya tampung vang tersedia dan divmumbkan:
petunjuk teknis di daerah;
jadwal pelaksanaan;
jumlah pendaftar pada setiap jalur;
jumlah Murid yang diterima pada setiap jalur:
Jumlah Murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
solusi terhadap Murid yang tidak diterima:
zdug; T&?& disampaikan ke Pemerintah Provinsi:

cndala m pelaksanaan SPME dan upaya penan an algmn;
p:mu:r.akhiran data Murid; dan OnE pRen (L pmnieaalon
praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan SPFME.

sl oo anop

TETrTR S anop




BAB VI
KETENTUAN FENUTUFP

Demikian Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas
dan Sckolah Menengah Kejuruan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Ajaran
20262027 disusun untuk dijadikan pedoman oleh semua pihak dalam pelaksanaan
penerimaan murid baru Tahun Ajaran 2026/2027.
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